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ABSTRAK
addition to civic knowledge, Project Citizen aims to foster the skills necessary
for citizenship kewargangaraan democracy. Various aspects of the program
and student interaction with their classmates, government representatives,
and non-governmental organizations at the time of intensive research on community
problems allows the students have many opportunities to apply the intellectual skills
and abilities to participate. Furthermore, through their participation in Project Citizen,
students have the opportunity to develop a variety of civic character of a democratic
society such as the meaning of political values, political interests, political tolerance,
commitment to the exercise of democratic citizenship, commitment to civic
responsibility, commitment to constitutionalism, and the tendency to participate. The
characteristics of these traits, which can be developed through Project Citizen,
encourage responsible participation and effective by the citizens in a democracy which
they run.
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PENDAHULUANPendidikan Kewarganegaraan/ PKndapat dilihat dalam lima status (Udin SWinataputra, 2001). Kelima status ituadalah Pertama, sebagaimata pelajarandi sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah diperguruan tinggi. Ketiga, sebagai salahsatu cabang pendidikan disiplin ilmupengetahuan sosial dalam kerangkaprogram pendidikan guru. Keempat,sebagai program pendidikan politik yangdikemas dalam bentuk PenataranPedoman Penghayatan dan PengamalanPancasila (Penataran P4) atau sejenisnyayang pernah dikelola oleh Pemerintahsebagai suatu crash program. Kelima,sebagai kerangka konseptual dalambentuk pemikiran individual dankelompok pakar terkait, yangdikembangkan sebagai landasan dankerangka berpikir mengenai pendidikankewarganegaraan dalam status pertama,kedua, ketiga, dan keempat.Dalam statusnya yang pertama kitabisa menyebutnya sebagai PKnpersekolahan. PKn persekolahan dalamsejarahnya sering berganti-ganti. Bahkandapat dikatakan dari sekian matapelajaran di sekolah, mata pelajaraninilah yang paling sering berganti atauberubah nama. Perubahan tersebutadalah munculnya pelajaranKewarganegaraan (1957), Civics (1961),Pendidikan Kewarganegaraan Negara(1968), Pendidikan Moral Pancasila/PMP(1975), Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan /PPKn (1994),Kewarganegaraan (uji coba kurikulum2004) dan terakhir dengan namapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan(2006).Karakteristik dari PendidikanKewarganegaraan tahun 2006 atau PKn
persekolahan sekarang ini dapat disimakdari uraian tentang pelajaran PendidikanKewarganegaraan sebagaimana tertuangdalam Standar Isi dari PendidikanKewarganegaraan (Permendiknas No 22tahun 2006). Dinyatakan bahwa MataPelajaran Pendidikan Kewarganegaraanmerupakan mata pelajaran yangmemfokuskan pada pembentukanwarganegara yang memahami danmampu melaksanakan hak-hak dankewajibannya untuk menjadiwarganegara Indonesia yang cerdas,terampil, dan berkarakter yangdiamanatkan oleh Pancasila dan UUD1945.Adapun tujuan dari PendidikanKewarganegaraan adalah agar pesertadidik memiliki kemampuan:a. Berpikir secara kritis, rasional, dankreatif dalam menanggapi isukewarganegaraan.b. Berpartisipasi secara aktif danbertanggung jawab, dan bertindaksecara cerdas dalam kegiatanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta anti-korupsi.c. Berkembang secara positif dandemokratis untuk membentuk diriberdasarkan karakter-karaktermasyarakat Indonesia agar dapathidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsalain dalam percaturan dunia secaralangsung atau tidak langsung denganmemanfaatkan teknologi informasidan komunikasi.Jika dalam pelajaran PMP dan PPKnsebelumnya masih terdapat nuasatentang pendidikan nilai atau moral,maka dalam rumusan baru inimenimbulkan pertanyaan apakah PKn
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masih mengemban fungsinya sebagaipendidikan nilai moral di Indonesia.Harus diakui bahwa ketika pendidikankewarganegaraan persekolahan munculdalam mata pelajaran PMP atau PPKnamat kental perwujudannya sebagaipendidikan nilai.Dari uraian-uraian yang ada dalamStandar Isi Pendidikan Kewarganegaraantahun 2006 menyiratkan bahwa PKnpersekolahan memandang penting untukdiarahkan sebagai pendidikan yangmembawa kearah kehidupan yangdemokratis dalam diri peserta didik,bahwa kehidupan demokrasi perluditumbuhkembangkan dalam berbagailingkungan sebagai bagian daripelaksanaan system politik danpemerintahan demokrasi di Indonesia. Disisi lain adalah pentingnya peserta didikyang demokratis tetapi juga yangmemiliki semangat kebangsaan, memilikikomitmen yang kuat untukmempertahankan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalahnegara kebangsaan modern dan secarahistoris pada negara Indonesia telahdiciptakan sebagai Negara Kesatuandengan bentuk Republik PendidikanKewarganegaraan juga merupakanpelajaran yang memfokuskan padapembentukan warganegara yangmemahami dan mampu melaksanakanhak-hak dan kewajibannya untukmenjadi warganegara Indonesia yangcerdas, terampil dan berkarakter yangdiamanatkan oleh Pancasila dan UUD1945.Sampai pada batas ini dapatdisimpulakan bahwa PendidikanKewarganegaraan/ PKn persekolahanmengemban 3 fungsi.Pertama, sebagai
pendidikan (politik) demokrasi yaituproses secara sadar untukmentransformasikan, mensosialisasikandemokrasi pada diri peserta didik. Kedua,sebagai pendidikan tentang semangatdan wawasan kebangsaan yaitu usahasadar menanamkan pentingnyakesadaran, semangat dan wawasankebangsaan Indonesia. Dan ketiga,sebagaipendidikan kewarganegaraanyaitu pendidikan tentang pemahamanakan hubungan antara warganegaradengan negara.Dalam pandangan penulis, PKnpersekolahan sekarang ini masihmungkin didalamnya mengembanfungsinya sebagai pendidikan nilai moralmeskipun tidak secara eksplisit adadalam standar isi PendidikanKewarganegaraan persekolahan.Harusdiakui bahwa PendidikanKewarganegaraan sekarang inimenampakkan diri untuk kembali pada
body of knowledge dari civis yaitudemokrasi politik dengan tigakomponennya yaitu civics knowledge,
civics dispotition dan civics
skill.Berdasarkan dengan hal ini Udin SWinataputra (2001) mengatakanPendidikan Kewarganegaraanmerupakan wahana sistematikpendidikan demokrasi. Porsi PKn sebagaipendidikan politik demokrasi lebih besardaripada fungsinya selaku pendidikannilai maupun pendidikan kebangsaan.Fungsi PKn sebagai pendidikannilai dapat kita sarikan dari pernyataanbahwa PKn berfungsi sebagaipembentukan karakter warganegara.PKn persekolahan memfokuskan padapembentukan warganegara yangmemahami dan mampu melaksanakanhak-hak dan kewajibannya untuk
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memjadi warganegara Indonesia yangcerdas, terampil, dan berkarakter yangdiamanatkan oleh Pancasila dan UUD1945. Karakter yang dimaksud tentu sajakarakter yang berpedoman pada nilailuhur bangsa dalam hal ini Pancasila.Karakter kewarganegaraan bail untukpribadi maupun masyarakat Indonesiaadalah karakter yang didasarkan atasnilai-nilai Pancasila.
RASIONAL MODEL BELAJAR
KEWARGANEGARAAN (PROJECT
CITIZEN)Dalam Standar Isi dinyatakanbahwa Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) merupakan mata pelajaran yangmenfokuskan pada dua tujuanutama.Pertama, pembentukan warganegara Indonesia yang memahami danmampu melaksanakan hak-hak dankewajibannya.Kedua, pengembanganwarga negara Indonesia yang cerdas,terampil, dan berkarakter yangdiamanatkan oleh Pancasila dan UUD1945.Adapun konfigurasi PKn dibangundalam tiga kerangka sistemik, yakni PKnditinjau secara kurikuler, teoretik, danprogramatik (Budimansyah, 2006).Secara kurikuler, PKn dirancangsebagai subyek pembelajaran yangbertujuan agar peserta didik mampu: (a)berpikir secara kritis, rasional, dankreatif dalam menanggapi isukewarganegaraan; (b) berpartisipasisecara aktif dan bertanggung jawab, danbertindak secara cerdas dalam kegiatanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara, serta anti korupsi; (c)berkembang secara positif dandemokratis untuk membentuk diriberdasar karakter-karakter masyarakatIndonesia agar dapat hidup bersama
dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (d)berinteraksi dengan bangsa-bangsa laindalam percaturan dunia secara langsungatau tidak langsung denganmemanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi. Secara teoretik, PKndirancang sebagai subyek pembelajaranyang memuat dimensi-dimensi kognitif,afektif, dan psikomotorik yang bersifatkonfluen atau saling berpenetrasi danterintegrasi dalam konteks substansi ide,nilai, konsep, dan moral Pancasila,kewarganegaraan yang demokratis, danbela negara. Secara programatik, PKndirancang sebagai subjek pembelajaranyang menekankan pada isi yangmengusung nilai-nilai (content
embedding values) dan pengalamanbelajar (learning experiences) dalambentuk berbagai perilaku yang perludiwujudkan dalam kehidupan sehari-haridan merupakan tuntunan hidup bagiwarganegara dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara sebagai penjabaran lebihlanjut dari ide, nilai, konsep, dan moralPancasila, kewarganegaraan yangdemokratis, dan bela negara.Namun sejak diimplementasikanpada berbagai jenis dan jenjangpendidikan (persekolahan maupunperguruan tinggi), PKn menghadapiberbagai kendala dan keterbatasan.Kendala dan keterbatasan tersebutadalah: (1) masukan instrumental(instrumental input) terutama yangberkaitan dengan kualitas pendidik sertaketerbatasan fasilitas dan sumberbelajar, dan (2) masukan lingkungan(environmental input) terutama yangberkaitan dengan kondisi dan situasikehidupan politik negara yang kurangdemokratis (sebelum era reformasi) dan
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kehidupan masyarakat yang dihinggapi
euforia kebebasan (setelah erareformasi). Dengan demikian,pelaksanaan PKn tidak mengarah padamisi sebagaimana seharusnya. Beberapaindikasi empiric yang menunjukkansalah arah tersebut antara lain adalahsebagai berikut. Pertama, prosespembelajaran PKn lebih menekankanpada dampak instruksional (instructional
effects) yang terbatas pada penguasaanmateri (content mastery) atau dengankata lain hanya menekankan padadimensi kognitifnya saja. Pengembangandimensi-dimensi lainnya (afektif danpsikomotorik) dan pemerolehan dampakpengiring (nurturant effects) sebagai“hidden curriculum” belum mendapatperhatian sebagaimana mestinya. Kedua,pengelolaan kelas belum mampumenciptakan suasana kondusif danproduktif untuk memberikanpengalaman belajar kepada siswamelalui pelibatannya secara proaktif daninteraktif baik dalam prosespembelajaran di kelas maupun di luarkelas (intra dan ekstra kurikuler)sehingga berakibat pada miskinnyapengalaman belajar yang bermakna(meaningful learning) untukmengembangkan kehidupan danperilaku siswa. Ketiga, pelaksanaankegiatan ekstra-kurikuler sebagaiwahana sisio-pedagogis untukmendapatkan “hands-on experience” jugabelum memberikan kontribusi yangsignifikan untuk menyeimbangkanantara penguasaan teori dan praktekpembiasaan perilaku dan ketrampilandalam berkehidupan yang demokratisdan sadar hukum.Indikasi-indikasi tersebutmelukiskan begitu banyaknya kendala
kurikuler dan sosio-kultural bagi PKnuntuk menghasilkan suatu totalitas hasilbelajar yang mencerminkan pencapaiansecara komprehensif (menyeluruh)dimensi kognitif, afektif, psikomotorikyang koheren dan konfluen.Hasil belajarPKn yang belum mencapai keseluruhandimensi secara optimal sepertidigagaskan itu berarti menunjukkanbahwa tujuan kurikuler PKn belum dapatdicapai sepenuhnya.Selain menghadapi kendala internalsebagaimana diuraikan di atas, PKn jugamenghadapi kendala eksternal yaitukritikan dan tuntunan dari berbagailapisan masyarakat berkaitan dengansemangat demokratisasi yang semakinmeningkat dengan segala eksesnya.PKndilaksanakan secara paradigmatic saratdengan muatan afektif namundilaksanakan secara kognitif telahdisikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (panacea) untukmengatasi persoalan kehidupan parasiswa khususnya yang menyangkutperilaku dan moral (Winataputra, 2001).Namun demikian, kritikan dan tuntutantersebut sudah seharusnya diresponsdan diakomodasikan secara proporsionalkarena memang pendidikan secaraumum dan PKn secara khusus bukanhanya tanggung jawab pemerintah sajatetapi juga tanggung jawab seluruhkomponen masyarakat, bangsa, dannegara Indonesia.Tanggung jawabbersama untuk menyelenggarakanpendidikan yang berkualitas padahakikatnya merupakan perwujudan dariamanat nasional.Kendala eksternal lainya yaitupendidikan di Indonesia dihadapkanpada berbagai persoalan dan situasiglobal yang berkembang cepat setiap
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waktu, baik yang bermuatan positifmaupun yang bermuatan negatif ataubertentangan dengan kepribadianbangsa Indonesia. Ketidakmampuanbangsa Indonesia dalam merancangprogram pendidikan yangmengakomodasi kecenderungan danpersoalan global tersebut berarti akanmenghilangkan kesempatan untukmengejar ketertinggalan untuk secarabertahap dapat mensejajarkan dirinyadengan bangsa-bangsa yang sudah dalambidang pendidikannya.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan revatalisasi PKnagar menjadi “subjek pembelajaran yangkuat” (power full learning area) yangsecara kurikuler ditandai olehpengalaman belajar secara kontekstualdengan ciri-ciri ; bermakna (meaningful),terintegrasi (integrated), berbasis  nilai(value-based), menantang (challenging),dan mengaktifkan (activating). Satumodel adaptif untuk melakukanrevalitalasi PKn adalah melalui PraktikBelajar Kewarganegaraan (Project
Citizen) (Winatapurtra danBudimansyah, 2007).
DASAR PEMIKIRAN PROJECT CITIZENTerdapat satu kerangka yangterdiri atas lima bagian tentang dasarpemikiran dari Project Citizen. Pertama,demokarasi memerlukan pemerintahansendiri dan karenanya memerlukanketerlibatan aktif dan berpengetahuandari semua warga negara dalamkehidupan berwarganegara (Branson,1999: 2-3). Satu Komponen yang sangatdiperlukan tentang keterlibatanwarganegara adalah partisipasi dalamproses pembuatan kebijakan publik(Branson, 1999: 9-11). Jadi, para siswa
belajar mengawasi dan mempengaruhikebijakan publik sehingga menghasilkanpengetahuan, kecakapan, dan watak yangsangat dibutuhkan untuk ikut ambilbagian dalam kehidupan warganegara.
Kedua, para siswa harus belajarbagaimana dirinya terlibat dalamkehidupan berwarganegara dengan caraterjun secara langsung dalammemecahkan masalah-masalah yang adadi masyarakat. Para siswa yangdilibatkan dalam pembelajaran secaralansung praktik lapangan ataumelakukan kegiatan exsperimen agaknyalebih antusias dan bersemangatdibanding mereka yang tidak ikut sertadalam jenis kegiatan ini. Lebih lanjut, intidari PKn kiranya kaya akan nilai jikapara siswa ikut ambil bagian secara aktifdalam kehidupan politik danberwarganegaraan (Branson, 1999: 8-9).Para pendidik bidang sains telah lamamenyadari akan pentingnya praktik-pratik laboratium untuk meningkatkanpembelajaran sains. Konsep yang sama,tentu saja baik bagi PKn, dimanalabotariumnya adalah masyarakat yangdi dalamnya ada anak yang menuntutilmu. Para pengembang Project
Citizenmenegaskan bahwa cara terbaikuntuk meningkatkan perkembangankewarganegaraan generasi muda adalahdengan mendorong mereka untuk ambilbagian dalam proses pembuatankebijakan publik.
Ketiga, karena para siswa tersebutmenggali masalah-masalah yang ada dikomunitas mereka sendiri, maka merekamendapat banyak kesempatan untukmempertimbangkan tentang hal-hal yangmendasar dalam ilmu inti satudemokrasi, seperti hal-hal yang meliputihak individu dan kepentingan bersama,
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peraturan golongan mayoritas dan hakkaum minoritas, dan kebebasan sertapersamaan (Branson, 1999: 5-6). Hal-haldan prinsip-prinsip demokrasi ini yangberkenaan denganya merupakan inti daripengetahuan kewarganegaraan yangsangat diperlukan, yang memungkinkanpara siswa menjadi warganegara yangbertanggung jawab dan efektif.
Keempat, Project Citizendimaksuduntuk diterapkan terutama oleh parasiswa sekolah menengah atau usia-usiaremaja (berusia sekitar 10-15 tahun),tetapi program tersebut juga digunakanoleh para pemuda yang menginjakdewasa di beberapa sekolah. Di usiasekolah menengah, para siswa berusahamembentuk identitas mereka sendiri danpara siswa harus diberikan kesempatanuntuk membina hubungan merekadengan masyarakat. Sebagian besarremaja mulai bergeser dari berpikirkongkret menuju berpikir  abstrak dansering berhadapan dengan masalah baikdan buruk, sah dan tidaknya untukbertindak (legitimacy of authority), danjawaban-jawaban altenatif atas situasi-situasi  yang menyulitkan. Selama masaremaja, para siswa membentuk sikap danmenerima nilai-nilai yang kemungkinanakan mereka pegang sepanjang hidup.Para remaja cenderung ingin tahumengenal lingkungan di sekelilingmereka, termasuk komunitas merekasebagai warganegara dan merekamembutuhkan pengalaman-pengalamandunia nyata untuk menggali hubunganmereka dengan kehidupanberwarganegara.
Kelima, Project Citizenmenganggapkaum muda sebagai sumberkewarganegaraan, sebagai anggota yangberharga dari komunitasnya yang
bernilai gagasan dan tenaganya dapatsecara nyata dapat dicurahkan padamasalah-masalah pada kebijakan publik(Branson, 1999: 5-6). Daripada hanyamenyiapkan para siswa untuk peranyang akan mereka emban di kehidupan,
Project Citizen mengharuskan merekauntuk ambil bagian sebagai warganegara.Menurut para pengembang Project
Citizen, keikutsertaan seperti ini tidakhanya merupakan wahana yang lebihbaik untuk meningkatkan pengetahuan,kecakapan, dan watak kewarganegaraanyang demokratis, tetapi juga makin baikbagi masyarakat karena para siswatersebut mempermudah organsasipemerintahan dan masyarakat madanibekerja melewati masalah-masalahpenting di masyarakat. Keikutsertaandan keterlibatan seperti ini sudahseharusnya membantu kaum mudamembina hubungan dengan masyarakatdimana mereka tinggal dan menghargaikontribusi mereka terhadap pemecahanmasalah-masalah di masyarakat.Masalah yang sedang ditelititersebut berbeda dari satu kelompoksiswa dengan siswa lainya (sebagaicontoh, sampah di halaman sekolah,polusi air sungai, lubang besar di jalanutama, kurangnya trotoar menuju dandari sekolah). Tetapi, pengetahuan,kecakapan, dan watak kewarganegaraanyang seharusnya dipelajari dan dibantuberkembang melalui program tersebutternyata sama, terlepas dari persoalanyang dipilih. Berkenan denganpengetahuan kewarganegaraan, Project
Citizen dimaksudkan agarmemungkinkan para siswa untukmemahami masalah- masalah kebijakanpublik yang penting di masyarakatmereka sendiri, organisasi pemerintah
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dan non pemerintah yang memberikankontribusi untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan publik, dan akanpentingnya tata kelola yang demokratis.Para siswa juga diharapkan mempelajarikonsep-konsep  penting lainya yangsecara langsung berasal dari masalahyang sedang diteliti. Konsep-konsepdasar dan proses-proses politik tertentudiajarkan kepada semua siswa tanpamemandang masalah apa yang ditelitidan bagaimana memecahkanya.
PENUTUPSelain pengetahuankewarganegaraan, Project Citizenbertujuan untuk membantuperkembangan berbagai kecakapankewargangaraan yang penting bagikewarganegaran demokrasi. Berbagaiaspek dari program tersebut daninteraksi siswa dengan teman sekelasmereka, perwakilan pemerintah, danorganisasi non-pemerintah pada waktupenelitian yang intensif mengenaimasalah masyarakat memungkinkanpara siswa memiliki banyak kesempatanuntuk menerapkan kecakapanintelektual dan kecakapan berpartisipasi.Lebih jauh, melalui keikutsertaan merekadalam Project Citizen, para siswamemiliki kesempatan untukmengembangkan berbagai watakkewarganegaraan dari masyarakat yangdemokratis seperti arti nilai politik,kepentingan politik, toleransi politik,komitmen terhadap pelaksanaan hakkewarganegaraan yang demokratis,komitmen terhadap tanggung jawabkewarganegaraan, komitmen terhadapkonstitusionalisme, dan kecenderunganuntuk berpatisipasi. Ciri-ciri pembawaanini, yang dapat dikembangkan melalui
Project Citizen, mendorong partisipasiyang bertanggung jawab dan efektif olehwarganegara dalam demokrasi yangmereka jalankan.
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